
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1947 

TENTANG 

MENGHAPUSKAN LARANGAN KELUAR MASUK BARANG DARI DAN KE DAERAH. 
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 
 
 
Menimbang : bahwa untuk kesatuan politik Negara aturan-aturan Pemerintah daerah 

tidak tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan Pemerintah Pusat; 
 
Mengingat : Putusan sidang Dewan Menteri di Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 

1947 yang mengenai lapangan usaha Kementerian Kemakmuran; 
 

Memutuskan: 
 
Mengadakan Peraturan Pemerintah sebagai berikut: 
 

Pasal 1. 
 
Peraturan-peraturan karesidenan atau peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Daerah tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Menteri Kemakmuran atau 
Menteri Negara urusan makanan. 
 

Pasal 2. 
 
Peraturan Karesidenan, Dewan Pertahanan Daerah, Kabupaten, Kota dan Desa yang melarang 
keluar-masuk barang-barang dihapuskan. 
 

Pasal 3. 
 
Maklumat Kementerian Kemakmuran No. 9 dan Pengumuman-pengumuman Kementerian 
Kemakmuran tanggal 11-3-1946, tanggal 18-5-1946 dan tanggal 31-10-1946 dihapuskan. 
 

Pasal 4. 
 
Dalam dan selama satu bulan sesudah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka diadakan 
aturan keluar-masuk barang sebagai berikut: 
1. Untuk mengeluarkan atau memasukkan barang-barang kecuali barang makanan tersebut 

dalam ayat dua pasal dari satu daerah kelain daerah harus didapat izin lebih dahulu: 
a. didaerah Yogyakarta, Cirebon dan Pekalongan dari Kepala Jawatan Perdagangan atau 

pegawai yang dikuasakan olehnya; 
b. dilain-lain daerah, yang belum ada cabang jawatan itu, dari Kepala Jawatan Koperasi 

Karesidenan, Kepala Kantor Pengawasan Harga atau pegawai yang dikuasakan olehnya. 
2. Untuk mengeluarkan atau memasukkan padi, gabah, beras, kopi, teh, jagung, gaplek dan 

kedele dari satu daerah kelain daerah harus dapat izin lebih dahulu dari Menteri Negara 
Urusan Makanan atau atas namanya oleh Pemimpin Jawatan Persediaan dan Pembagian 
Bahan Makanan (P.P.B.M.) daerah. 

 
 
 
 
 
 
 
 


